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Abstrak
 

Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur

yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang

mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan

Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka

pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-

jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor

formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam

maupun dari luar negeri.

Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani

seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran.

Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak

terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-

upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan

pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara

maksimal.

Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang

(Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan

narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda

banjir dan rob.

Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi

maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot

Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir

tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi

gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang

mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut

mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

......City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became

a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on

Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The

effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new

roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors

escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.
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As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of

population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction

happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical

lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority

have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building

polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in

Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case

Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth

interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and

Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in

in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the

implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is

only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder,

and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build

semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city

authority is not put the programme to handle flood as it main priority.


